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ِهِلَا ىَلَعَو َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِبْنَلأْا ِفَرْشَأ ىَلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َنْيِمَلاَعْلا ِّبَر ِلله ُِدْمَحْلا  ِهِبْحَصَو َنْيِعَمْجَأ
ُدْعَب اَّمَأ 
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diantaranya nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan sehingga 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat dalam tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titk di bawah) 
خ Kh kh Ka dan ha 
د D D De 
ذ Z Z zet (dengan titik di atas) 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy sy Es dan ye 
ص S S es (dengan titik dibawah) 
ض D D de (dengan titik dibawah) 
ط T T te (dengan titik di bawah) 
ظ Z Z zet (dengan titk dibawah) 
ع ‘ ‘ apostrop terbalik 
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غ G G Ge 
ف F F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wa W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostop 
ي Ya Y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tandaapapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggalatau monoftong dan vokal rangkap atau di potong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara 
harakatdan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah dan ya ai a dan i 
 Fathah dan wau au a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
 
fathah dan alif 
atau ya 
a a dan garis 
diatas 
 kasrah dan ya i i dan garis di 
atas 
 dammah dan 
wau 
u u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
ataumendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 





5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengansebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah( ي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
لا(aliflam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasiseperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun 
hurufqamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yangmengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dandihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletakdi 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
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Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah  (الله )  
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atauberkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 
hurufhamzah.rbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps),dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilanama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). 
B. Daftar singkat 
 Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 
Swt.  : subhanallah wa ta’ala 
Saw.  : sallallahu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salam 
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H.  : Hijriah 
M.  : Masehi 
SM.  : Sebelum Masehi 
I.  : Lahir tahun (utuk orang yang masih hidup saja) 
W.  : Wafat tahun 
QS ..../.... : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-Imran/3:4 





Nama  : Wahyuni 
Nim  : 50400114086 
Jurusan : Manajemen Dakwah 
Judul  :  
 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi KUA dalam 
menanggulangi maraknya pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa  
serta sub masalah tersebut yaitu: 1) Bagaiamana Strategi KUA dalam Menanggulangi 
Maraknya Pernikahan Dini di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 2) Apa saja 
Faktor Pendukung dan Penghambat KUA dalam Mennggulangi Maraknya 
Pernikahan Dini di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian dekriptif kualitatif dengan pendekatan 
manajemen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 
Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
pengolahan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, analisis 
perbandingan, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Pemerintah Desa dalam 
Meningkatkan Kualiats Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yakni menyesuaikan dengan Peraturan 
Desa Massamaturu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM Desa) Tahun 2016-2022 BAB V Pasal 6-8  dan berusaha 
memenuhi dimensi kualitas pelayanan serta Pemerintah Desa Massamaturu yang 
merupakan pelayan masyarakat Massamaturu pada khususnya tetap berupaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segala aspek salah satunya aspek 
keagamaan/spiritual masyarakat. Faktor pendukung Pemerintah Desa dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar adalah professional kerja para staf, 
kekompakan antar anggota pemerintahan, dan kelengkapan peralatan di kantor desa. 
Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan publik di 
Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 
adalah bantuan kepada masyarakat yang jumlahnya terbatas serta honor pegawai yang 
diperoleh perenam bulan sekali. 
Implikasi penelitian ini diharapakan kepada Pemerintah Desa dalam 
melaksanakan tugas sebagai pelayanan publik agar tetap menjaga profesionalitas serta 
menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya beberapa kendala dalam melayani 
masyarakat, diharapkan Pemerintah Desa dapat menghadapinya dan mencari jalan 
keluar agar bisa menjawab tantangan dari masyarakat. 
Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan 





A. Latar Belakang 
Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai 
abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat mengandung pengertian 
bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus tetap berusaha melayani kepentingan 
masyarakat dan memperlancar segala urusan anggota masyarakat. Untuk memenuhi 
tuntutan masyarakat, aparatur pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan 
yang baik. Pemerintah mulai melakukan perbaikan kualitas pelayanan, yang 
dilakukan dengan meningkatnya kualitas manusianya. Manusia memegang peranan 
sangat penting dalam menentukan baik buruknya pelayanan yang diberikan. 
Menyikapi fenomena pemerintahan di era reformasi dengan penerapan 
otonomi daerah yang mengedepankan konsep desentralisasi yang memberikan 
kesempatan daerah untuk mengembangkan daerahnya sejalan dengan semakin 
banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, walaupun 
bervariasinya tuntutan masyarakat akan memenuhi keinginannya akan kesejahteraan.  
Sejalan dengan itu, munculnya pandangan masyarakat terhadap rendahnya 
kinerja birokrasi pelayanan publik, terutama perilaku aparatur dalam memberikan 
pelayanan yang baik sesuai dengan nilai-nilai moral kepada masyarakat di berbagai 
bidang. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang pelayanan publik, maka birokrasi pemerintahan terus menerus melakukan 
reformasi diri demi menunjang program manajemen aparatur Negara berbasis kinerja. 





pemerintahan yang efektif dan prima di masa depan. Sejak itu mulai digulirkan 




Manajemen pelayanan publik di era otonomi daerah semakin mempermudah 
ruang gerak masing-masing daerah untuk melakukan upaya perbaikan layanan. 
Pengalaman beberapa daerah yang berhasil memanfaatkan dan mengembangkan 
sistem pelayanan publik terpadu diakui telah membawa dampak yang cukup 
signifikan baik terhadap perbaikan kualitas manajemen layanan publik pemerintah 
daerah, maupun peningkatan pendapatan daerah dan perbaikan kualitas hidup 
masyarakat.  
Di sisi lain, pemerintah pusat tetap memiliki kendali atas keberlangsungan 
pemerintahan daerah tersebut secara terintegrasi yang selanjutnya akan 
ditindaklanjuti dalam perencanaan peningkatan kualitas layanan publik nasional. 
Seiring semaraknya geliat pemerintah daerah dalam mendorong sistem pelayanan 
terpadu, pemerintah perlu mengupayakan sistem informasi terstandarisasi yang dapat 
menjangkau semua daerah khususnya dalam pelayanan perijinan nasional. Oleh 
karena itu, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara berupaya membangun sistem pelayanan publik terpadu agar informasi 
perkembangan dari Pemda dapat terintegrasi dan terjangkau oleh semua kalangan 
masyarakat. Lebih jauh, pemerintah terus-menerus berupaya membangun sistem 
informasi pelayanan publik khususnya dalam system pelayanan perijinan bidang 
ekonomi sebagai portal nasional.
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UU No. 6/2014 (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan 
dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi 
masyarakat desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi  No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa, secara rinci 
menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar 
misalnya “(a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; (b) pengembangan 
tenaga kesehatan Desa; (c) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui; (d) 
pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; (f) pembinaan dan 
pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);”. Pelayanan administrasi 
kewarganegaraan seperti pengantar akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga, Pembuatan akta jual beli tanah, maupun administrasi usaha tidak secara 
tegas disebutkan dalam Peraturan ini atau sudah diatur oleh peraturan lain.
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Sejumlah inovasi perbaikan pelayanan publik kesehatan di desa berkontribusi 
pada pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan administrasi desa pun 
sampai sekarang turut berkontribusi pada pelayanan administasi kependudukan 
nasional. Namun kenyataannya kondisi pelayanan publik di antara desa beragam, ada 
yang sudah baik, namun tidak sedikit yang masih memperihatinkan. Bahkan standar 
pelayanan publik di desa pun tidak ada kepastian. Undang-Undang Desa yang 
mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, sudah semestinya memerankan 
masyarakat dalam berpartisipasi memperbaiki palayanan publik desa. Sebagai sebuah 
agenda  nasional, penyelenggaraan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat 
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desa perlu dijabarkan dan dirumuskan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan 
dengan baik.  
Beberapa kenyataan pada birokrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan di 
daerah bahwa pelayanan publik belum mencapai hasil yang efektif. Hal ini 
diasumsikan sebagai akibat dari kinerja pelayanan belum maksimal, terutama pada 
aspek perilaku dan sikap aparatur pemerintah yang kurang memperhatikan prinsip-
prinsip moral dalam menjalankan tugasnya. Aparatur pemerintah sebagai pelayan 
masyarakat masih banyak yang memandang isu tentang etika birokrasi, yaitu masalah 
moralitas sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik.
4
 
Menurut Kumorotomo bahwa perumusan etika pemerintahan ialah guna 
mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Negara dan Tata 
pemerintahan yang baik (good governance), bersih, bertanggungjawab serta untuk 
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan kewenangan Aparatur 
Negara dan wibawa pemerintah dalam menjalankan kehidupan Negara dan 
pemerintah. Salah satu prinsip utama yang mencirikan pemerintahan yang baik  (good 
governance) adalah; akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, partisipasi, dan 
penegakan hukum yang harus dijalankan birokrasi dalam pelayanan publik.
5
 
Salah satu bukti pelayanan publik yang dilakukan  birokrasi pemerintahan di 
daerah ialah sesuai dengan pandangan Bappenas bahwa tata kelola yang salah atau 
buruk (poor governance) dapat berakibat terjadinya berbagai krisis. Terjadinya krisis 
multidimensi di negara kita yang didahului krisis finansial sejak 1997-1998 salah satu 
penyebabnya adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang salah atau buruk yang 
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indikasinya antara lain, dominasi kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lainnya, 
sehingga pengawasan sulit dilakukan; terjadinya tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme); rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan terhadap publik 
atau masyarakat di berbagai bidang. 
Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat 
pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut profesionalitas dari aparat 
pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Aparatur 
pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya 
sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Sebagai abdi masyarakat aparatur 
pemerintah desa adalah wakil dari masyarakat. Dengan, fungsi gandanya tersebut 
diharapkan aparatur pemerintah desa mampu mewakili masyarakat yang 




1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 
secara efisien dan akuntabel. 
2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.  
Dengan demikian Pemerintah Desa menjalankan fungsi administrasi 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan 
pembinaan lembaga masyarakat. Namun demikian yang terjadi di tingkat 
pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan justru banyak terjadi kejadian-
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kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat 
baik secara kualitas maupun kuantitas.   
Hakekat penyelenggaraan pemerintah adalah pelaksanaan fungsi pelayanan 
kepada masyarakat, yakni mengenai bagaimana sumber daya yang ada digunakan 
sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Dalam kerangka ini untuk 
menentukan pelayanan, maka pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada 
masyarakat yang dilayani. Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para 
aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk 
memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada 
kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit.  
Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan 
efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja. Ada kecenderungan aparat pemerintah 
desa mempertahankan status quo, sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa 
berhubungan dengan pemerinta desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan proses 
yang berbelit-belit disamping itu prosedur yang sulit ditumpangi oleh kepentingan 
pribadi dan dijadikan komoditas yang diperdagangkan untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok. Gaya manajemen yang telah berorientasi kepada tugas (Task Oriented) 




Idealnya, aparatur Pemerintah Desa memberikan pelayanan pada masyarakat 
sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, aparatur Pemerintah Desa belum 
mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Disamping karena 
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kualitas aparaturnya, juga karena tidak semua warga masyarakat mengetahui 
kebutuhan dirinya sehingga masyarakat begitu saja percaya kepada aparat desa. 
Misalnya dalam urusan pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan yang bersifat 
administsratif kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, 
kelahiran, pernikahan, kematian.  
Hal ini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adalah: pertama, 
masyarakat sendiri tidak memiliki akses terhadap informasi, khususnya berkaitan 
dengan peran dan fungsi pemerintah desa serta program-programnya. Kedua, 
masyarakat merasa segan berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. 
Kurangnya pengetahuan warga masyarakat tentang peran dan fungsi 
pemerintah desa, ketidaktahuan tentang program pemerintah desa, dan ketidaktahuan 
tentang kebutuhan mereka berkaitan dengan pemerintah telah menjadikan warga 
masyarakat tidak memiliki cukup kontrol terhadap tugas-tugas yang dijalankan oleh 
pemerintah desa.  
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang 
kurang aspiratif, kurang responsif, kurang akuntabel, dan pandangan negatif lainnya 
yang berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah 
desa. Sementara, masyarakat tidak mungkin menolak keharusan berhubungan dengan 
pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah. 
Kritikan masyarakat pada umumnya bermuara pada penilaian bahwa aparatur 
Pemerintah Desa tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Sikap kritis 
masyarakat ini semakin kuat seiring dengan munculnya kecurigaan, kecemburuan 





Keberhasilan suatu pelayanan berdasarkan pada rasa puas orang yang 
memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan bagaimana 
pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang 
diharapkan. Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum 
adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 
mempersingkat waktu pelaksaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada 
publik. 
Pelayanan publik akan berkualitas apabila memenuhi asas-asas diantaranya 
hak dan kewajiban, pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan 
dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mutu proses keluaran dan hasil 
pelayanan publik tersebut harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, 
kelancaran dan kepastian hukum dan apabila pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, 
maka Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan yang bersangkutan 
berkewajiban “memberikan peluang” kepada masyarakat untuk ikut 
menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 
Pelayanan Pemerintah Desa Massamaturu sendiri menurut pandangan menulis 
mengalami peningkatan sejak peralihan ke masa pemerintahan baru. Perbaikan demi 
perbaikan, pembangunan demi pembangunan mulai nampak terjadi di desa 
Massamaturu. Terkhusus untuk kantor desa sendiri, sebagai pusat pelayanan desa 
sudah semakin meningkat baik dari fasilitas maupun sumber daya manusia yang ada 
di dalamnya. Bahkan kini Desa Massamaturu telah menjadi desa percontohan bagi 





karena itu, dengan melihat hal tersebut penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam 
tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.  
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan akan difokuskan kepada bagaimana Strategi 
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa 
Massamaturu Kecamataan Polongbangkeng Utara Kabuapaten Takalar. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian dari judul di atas, peneliti memberikan deskripsi 
fokus sebagai berikut : 
a. Strategi pemerintah desa merupakan rencana yang disatukan atau langkah-
langkah pemerintah desa ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan 
misi organisasi, menetapkan tujuan strategis serta merancang strategi untuk 
mencapai tujuan  
b. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan 
kepada konsumen atau masyarakat umum yang dapat berbentuk barang maupun 
jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi penerima layanan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok 
permasalannya yaitu bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan 





Kabupaten Takalar. Pokok permasalahan tersebut, kemudian dirumuskan kedalam 
beberapa sub masalah, yaitu: 
1. Apa upaya dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng 
Utara Kabupaten Takalar? 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemerintah desa 
meningkatkan pelayanan publik di kantor Desa Massamaturu Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar? 
 
D. Kajian Pustaka/Kajian Terdahulu 
Judul yang penulis teliti ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Karya 
ilmiah ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Kantor Deasa 
Massamaturu, khususnya mengenai strategi pemerintah desa dalam pelayanan publik. 
Adapun penelitian sebelumnya yang menyinggung penelitian tersebut seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Suhardi dengan judul “Pemahaman Manajemen 
Pedesaan Pada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.”8 
Berdasarkan penelitian ini telah dipahaminya konsep manajemen kelembagaan desa 
dan garis besar kandungan kebijakannya dalam tata aturan Pemerintah RI oleh para 
Perangkat Desa di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, mekanisme dan tata aturan 
yang normatif dalam manajemen kelembagaan desa oleh Perangkat Desa di 
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri serta posisi peran serta masyarakat desa dalam 
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kegiatan manajemen kelembagaan desa oleh oleh para Perangkat Desa di Kecamatan 
Semen Kabupaten Kediri. 
Persamaan dari penelitian yang dilakukan Suhardi dengan penelitian ini 
adalah keduanya memiliki tujuan untuk memaparkan bagaimana tugas pemerintah 
desa  dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat. Yang membedakan kedua 
penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Suhardi lebih mengkaji kepada 
pemahaman mekanisme dan peraturan normatif dalam pengelolaan lembaga desa dan 
telah memahami posisi pedesaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan 
kelembagaan sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana strategi pemerintah 
desa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rayyan Abizam Trenggono dengan 
judul penelitian “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor Kecamatan 
Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten”.9 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Aparatur pemerintah kurang disiplin dan motivasi dalam bekerja sehingga dinilai 
belum mampu menampilkan sosok pemerintahan yang baik (good Government) dan 
pelayanan yang diberikan dirasakan belum sesuai dengan yang diinginkan oleh 
masyarakat, Keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur 
berupa kekurangan pegawai dan keterampilan diakibatkan kurangnya diklat-diklat, 
Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dan budaya kerja yang kurang 
mendukung. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rayyan Abizam Trenggono degan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama meneliti bagaiamana upaya 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada lokasi penelitian. Sedangkan yang 
membedakan antara kedua penelitian ini adalah lokasi dan fokus penelitian, di mana 
penelitian yang dilakukan oleh Abizam Trenggono lebih menitipberatkan pada apa 
saja yang menjadi faktor penghambat Kantor Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak 
Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sementara peneliti 
tidak hanya melihat pada faktor penghambat melainkan juga melihat pada apa yang 
menjadi faktor pendukung pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik.  
Dari beberapa penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian tentang 
Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor 
Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ini belum 
pernah diteliti sebelumnya, namun konsep dari penelitian terdahulu yang juga 
menganalisis tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik diharapkan mampu menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan 
penelitiann mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualiats 
Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar agar nantinya penulis mampu untuk melihat hasil dari sudut 









E. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan 
publik di kantor  desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar. 
b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 
pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa 
Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 
 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi manfaat pada penelitian ini adalah: 
a. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat memberikan wacana tentang kinerja 
aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. 
b. Manfaat praktis penelitian ini yaitu memberikan konstribusi pemikiran kepada 





A. Pengertian Strategi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat 
mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
1
 Kata strategi berasal dari bahasa 
Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang 
panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Definisi strategi secara umum 
dan khusus sebagai berikut:
2
 
1. Defenisi Umum 
Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 
berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau 
upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 
2. Defenisi Khusus 
Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 
dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 
diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir 
selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. 
Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen 
memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari 
kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. 
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Jadi strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang 
menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan lingkungan, yang 
dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai 
melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. 
 
B. Pemerintah Desa 
Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang 
bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan 
Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk 
melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam 
paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan 
urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemerintah Desa adalah pemerintah 
terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan 




Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa 
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
desa. 
Pemerintah desa sendiri berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan 
Pemerintahan di Desa, segala kegiatan yang dilakukan di Desa tersebut di koordinir 
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oleh Kepala Desa atau Kades. Menurut Bayu Suryaningrat Pemerintah Desa adalah 
suatu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang di laksanakan oleh 
organisasi Pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat, yaitu 
Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.
5
 
Desa merupakan organisasi Pemerintahan terendah yang langsung di bawah 
Camat dan merupakan organisasi pertama yang langsung bcrhubungan dengan 
masyarakat. Dengan demikian Desa menjadi sumber utama dan pertama dari berbagai 
data dan keterangan yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka dasar 
penyusunan rencana pembangunan Daerah maupun Nasional. 
Desa memberikan pelayanan, bantuan dan melaksanakan berbagai urusan 
pada tahap masyarakat. Oleh karena itu administrasi desa harus disesuaikan dengan 
kebutuhan semua perangkat pemerintahan yang lebih tinggi. Sejumlah register harus 
dikelola oleh desa selama masih mengenai hal yang umum, misalnya penduduk, luas 
tanah dan sebagainya. 
Dari pengertian yang dijelaskan dengan uraian tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa, ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh sebuah desa, unsur 
tersebut yaitu: Wilayah, Penduduk dan Pemerintahan Desa. Ketiga unsur tersebut 
harus ditunjang dengan adanya sarana bagi desa yang cukup memadai. 
Menurut peraturan pemerintah, tugas pokok pemerintah desa adalah 
melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan wewenang 
dari Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi : 
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1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat, 
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dari anggota masyarakat, 
3. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban bagi seluruh anggota 
masyarakat, 
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan 
fungsinya. 
Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan desa yakni mampu 
menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam bidang politik maupun 
pembangunan secara umum. 
1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 
Susunan organisasi pemerintah desa merupakan sebuah efisiensi dan 
efektifitas kelembagaan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
sosial. Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan desa terdapat struktur atau susunan 
organisasi desa. Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan desa akan dapat 
mempermudah kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya. Maka pelaksanaan suatu 




Hal senada juga dikatakan bahwa dalam  menjalankan  tugas-tugasnya 
pemerintah desa harus memilki struktur organisasi sehingga dapat mempermudah 
dalam  menjalankan  peran dan fungsinya untuk dapat meningkatkan kualitas 
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pelayanannya. Dalam pelaksanaan suatu pemerintahan desa disebutkan     bahwa          
struktur pemerintah desa meliputi: 
a. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa 
terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah, 
b. Struktur Pemerintahan Desa ini adalah merupakan lampiran peraturan daerah dan 
merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah tersebut. Peraturan lebih lanjut 
mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam keputusan 
Bupati. 
2. Tugas Pemerintah Desa7 
Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan unsur-unsur dari pada fungsi 
pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok pemerintahan desa di samping 
fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas, kewajiban, wewenang serta tanggung 
jawab pemerintah desa yang bersangkutan. 
a. Tugas Kepala Desa 
Tugas dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut: 
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, 
2) Membina kehidupan masyarakat desa, 
3) Membina perekonomian desa, 
4) Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa, 
5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, 
6) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 
hukum. 
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b. Tugas Aparatur Pemerintah Desa. 
Aparatur pemerintah desa bertugas membantu kepala desa, aparatur 
pemerintah desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai 
berikut: 
1) Unsur staf memberikan pelayanan administrasi, 
2) Unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis di lapangan, 
3) Unsur wilayah  membantu  kepala desa di wilayah  bagian desa yang disebut 
kepala lingkungan. 
Jumlah dan susunan staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah tersebut di atas 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. 
c. Tata Kerja 
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dan perangkat desa wajib 
menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya 
maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 
Dengan adanya struktur dan fungsi pemerintahan desa diharapkan mampu 
memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi 
masyarakat dan abdi Negara. Sehingga terdapat koordinasi dalam menjalankan tugas 
dan fungsi tersebut. Artinya bahwa aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya dapat melakukan kerjasama. Para aparatur desa dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya akan dikontrol oleh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa 
maupun oleh masyarakat setempat. 
Manusia merupakan unsur dinamis dalam bertindak/berfungsi sebagai subyek 
penggerak roda dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk dapat 





adalah manusia. Manusia sebagai pelaksana pemerintahan dapat dikelompokkan 
dalam beberapa kelompok masing-masing adalah :
8
 
1) Pemerintah daerah terdiri kepada daerah, 
2) Alat-alat pelengkap terdiri dari aparatur 
3) Rakyat biasa. 
Komponen tersebut merupakan komponen yang sangat penting dalam 
mewujudkan pemerintah daerah yang kuat dan efektif dalam pengembangan di 
daerah.
9
 Dengan adanya Otonomi Daerah pemerintah daerah dapat membuktikan 
kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. 
Pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, mampu 
menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif 
dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang 
cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.  
Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Daerah dilihat 
dari sisi perbaikan kualitas aparatur pemerintah yang harus dimulai dari sejak 
rekrutmen dengan menggunakan suatu sistem yang benar-benar menjamin 
diperolehnya sumber daya yang memang mempunyai kualitas dasar yang baik, 
pembinaan melalui penugasan yang mendidik, pengembangan program pelatihan 
yang memungkinkan tersedianya tenaga-tenaga siap pakai, peningkatan kesejahteraan 
yang memadai, dan pemberian jaminan hari tua secara nyata. 
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Mengingat besarnya tugas pemerintah daerah maka kualitas Sumber Daya 
Manusia di Indonesia terutama Birokrasi di daerah harus ditingkatkan, karena saat ini 
kita sudah cukup jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, 
Singapura dan Brunai Darussalam. Daerah-daerah yang saat ini berjuang 
membutuhkan sumber daya manusia yang bisa diandalkan sebagai organisasi 
pemerintahan sekaligus instrumen pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan 
masyarakat. Sementara itu, kendala birokrasi masih cukup sulit untuk dihilangkan 
seperti, kesadaran anggota birokrasi pada tugas pelayanan, tumpang tindihnya tugas 
dan fungsi, rendahnya produktifitas dan lain sebagainya. 
Jadi, dari pengertian strategi dan pemerintah desa inilah kita dapat mengambil 
kesimpulan bahwa yang dimaksud strategi pemerintah desa pada dasarnya ialah 
rencana-rencana yang disatukan dan dirancang pemerintah desa untuk memastikan 
proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya pada  secara 
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 
 
C. Kualitas Pelayanan Publik  
1. Pengertian Kualitas  
Kualitas berarti mutu. Pengertian kualitas dapat berbeda-beda tergantung pada 
siapa yang menggunakan dari suatu pandangan setiap orang. Kualitas merupakan 
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Menurut Kotler kualitas adalah seluruh ciri serta sifat suatu produk atau 
pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 
dinyatakan atau yang tersirat. Sedangkan menurut Goetsch and Davis yang dikutip 
oleh Fandy Tjiptono mengatakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis 
yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan.
11
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah sebagai usaha atau strategi 
yang menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 
masyarakat. 
2. Pelayanan Publik 
Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas suatu 
perusahaan adalah kemampuan dalam  memberikan pelayanan kepada pelanggan. 
Suatu perusahaan yang berhasil memberikan  layanan yang berkualitas kepada para 
pelanggannya akan dapat mempertahankan diri dan  mencapai kesuksesan. Lewis dan 
Booms merupakan pakar yang pertama kali mendifinisikan kualiatas jasa sebagai 
ukuran sebarapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 
ekspektasi pelanggan. Pada umumnya, setiap pengertian akan sesuatu berbeda-beda 
tergantung melihat dan memandang dari sudut mana. Kendati demikian esensi setiap 
pengertian akan sama maksudnya. Apabila konsumen menilai bahwa jasa yang 
diharapkan sesuai dengan jasa yang dirasakan maka dikategorikan kualitas pelayanan 
yang baik sedangkan apabila konsumen menilai bahwa jasa yang diharapkan tidak 
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Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang 
menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih 
lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu 
pengertian pelayanan publik. 
Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah 
satunya yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto mendefisinikan pelayanan publik 
adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi 
kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara 
yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, 
berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.
13
 
Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, 
pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh 
aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai 
segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
di pusat, di daerah, dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara/daerah dalam bentuk 
barang dan  jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh 
seorang atau kelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan 
dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka tujuan tertentu.
14
 
Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha 
yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau 
tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Seorang pelayan 
publik harus memberi pelayanan terhadap masyarakat sepenuh hati. Sebagai pelayan 
publik harus mempunyai iman yang kuat, bagaima pelayan publik harus mempunyai 
jiwa yang adil,  jujur, akuntabel, transparan semua itu kunci dari keberhasilan 
pelayanan agar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terpenuhi. 
Demikian juga Allah mengingatkan kita tentang profesionalisme dalam 
menunaikan pekerjaan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Insyirah/94: 7: 
  َف َتَۡغَرف اَِذَإف ۡبَصنٱ ٧  
Terjemahnya 
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”15 
Maksud dari ayat di atas adalah apabila kita melakukan suatu pekerjaan 
apalagi berkaitan dengan pelayanan kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam 
mengerjakannya, pekerjaan adalah amanah. Oleh karena itu, kita harus bersikap 
profesional tanpa memandang apa dan siapa. 
Islam mengajarkan setiap pekerja untuk bersikap profesional yakni bekerja 
dengan cepat dan tepat sehingga tidak menyia-nyiakan amanah yang menjadi 
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tanggungjawabnya. Profesionalisme dan kompetensi terhadap sebuah pekerjaan 
adalah dua hal yag saling berkaitan, namun kadang ada individu yang memaksakan 
diri mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan bidangnya sehingga yang terjadi adalah 
kerugian, baik dari sisi  waktu pelaksanaan pekerjaan maupun kerugian materi.   
Tidak efektif dan efisiennya fungsi-fungsi birokrasi dalam memberikan 
pelayanan publik lebih disebabkan oleh perilaku para birokrat di dalamnya yang 
dengan mudah dipengaruhi oleh faktor internal berupa interest pribadi atau kelompok 
di dalam jajaran birokrasi dan faktor eksternal berupa lingkungan birokrasi, kondisi 
sosial ekonomi masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, partai-partai 
politik dan perusahaan-perusahaan swasta yang ingin memanfaatkan birokrasi demi 
kepentingan dirinya. 
Birokrasi yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan dalam memberikan 
pelayanan publik yang berkualitas sehingga kebutuhan masyarakat (publik) dapat 
terpenuhi. Sinambela memberikan pengertian pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
16
 
Menurut Muhadjir pelayanan publik erat kaitannya dengan kebijakan publik karena 
kebijakan publik selalu berorientasi pada bagaimana memberikan pelayanan kepada 
publik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan rata-rata warga negara.
17
 
Pelayanan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan 
berkeadilan sosial. Agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan adil, 
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Dwiyanto mengemukakan empat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai 
kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yaitu sebagai berikut:
19
 
a. Akuntabilitas publik 
Akuntabilitas publik, yaitu dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh 
stakeholders. Penyelenggaraan pelayanan dapat diketahui dengan melihat acuan 
pelayanan yang digunakan, tindakan dalam memberikan pelayanan, sejauhmana 
kepentingan penerima layanan diprioritaskan. 
b. Responsivitas 
Responsivitas, yaitu menilai kinerja birokrasi dengan melihat kemampuan 
birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda berdasarkan 
prioritas pelayanan, serta mengembangkan  program-program  sesuai  kebutuhan  dan  
aspirasi masyarakat. 
c. Orientasi Pelayanan 
Orientasi pada pelayanan, yaitu dengan melihat seberapa banyak energi 
birokrasi digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik. 
d. Efisiensi pelayanan  
Efisiensi Pelayanan yaitu dengan membandingkan antara input dan output 
pelayanan. Pelayanan publik erat kaitannya dengan budaya birokrasi. Budaya 
birokrasi dapat digambarkan sebagai seperangkat nilai yang memiliki simbol, 
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orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan, pengalaman hidup yang terinternalisasi ke 
dalam pikiran.
20
 Budaya birokrasi tidak lepas dari budaya masyarakatnya karena 
birokrasi diciptakan atau ada untuk melayani masyarakat itu sendiri. Budaya birokrasi 
tersebut ditunjukkan dalam sikap dan tingkah laku orang-orang yang ada di dalam 
birokrasi. 
Dwiyanto mengemukakan bahwa budaya paternalistik dalam birokrasi di 
Indonesia merupakan warisan birokrasi kerajaan yang diadopsi oleh Pemerintah 
Hindia Belanda. Birokrasi merasa dirinya dalam posisi yang lebih tinggi daripada 
masyarakat. Sistem nilai dan norma yang dianut dalam birokrasipun bersifat 
mendua, antara ingin dilayani sebagai penguasa dan keharusan untuk melayani 
masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan publik, birokrasi cenderung mengutamakan 
untuk mempertahankan kekuasaan daripada kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
Kondisi di atas menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
21
 
Berkaitan dengan pelayanan publik oleh pemerintah desa, pelayanan 
dimengerti sebagai usaha untuk memenuhi suatu kepentingan yang seringkali tidak 
dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain.
22
 
Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan masyarakat 
adalah usaha untuk memenuhi suatu kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh 
pihak pemerintah desa. 
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Pemerintah Desa dalam tugas pelayanan harus dapat mementingkan 
kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi, sebab tugas pelayanan yang 
diemban oleh para penyelenggara pemerintahan desa adalah memberikan 
kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan.  
Dengan adanya pelayanan yang memadai dan baik dari aparatur pemerintah 
desa maka masyarakat akan menilai sendiri kinerja dari aparatur pemerintah desa 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang dilakukan pemerintah 
desa antara lain adalah:
23
 
a. Pemberian macam-macam izin antara lain, izin tempat tinggal, izin keramaiaan, 
izin mendirikan bangunan, izin usaha dan sebagainya. 
b. Sebagai eselon bawah pemerintah desa berwenang untuk memberikan macam-
macam surat keterangan guna kelengkapan kepentingan, antara lain, surat 
keterangan nikah/lahir/talak/rujuk, kartu penduduk, kclakuan baik dan 
sebagainya. 
c. Menyampaikan surat-surat pos dari kecamatan atau panggilan dari instansi bagi 
penduduk wilayah kelurahan dan lain sebagainya. 
d. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang, apa artinya apabila ada 
hambatan karena suatu masalah yang tidak dielakkan hendaknya diberitahukan, 
sehingga orang tidak perlu menunggu sesuatu yang tidak menentu. 
3. Asas Pelayanan Publik 
Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, 
karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan 
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negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. Sehingga pelayanan 
publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pelayanan 
publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, 
terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. 
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, 
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk mencapai 
kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian Litjan 





Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
b. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
d. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
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e. Kesamanan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, 
gender dan status ekonomi. 
f. Keseimbangan Hak dan kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban 
masing- masing pihak. 
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip oleh 
Eny Kusdarini yakni yang terdiri dari 12 asas:
25
 
a. Asas kepentingan umum, 
b. Asas kepastian hukum, 
c. Asas kesamaan hak, 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban, 
e. Asas keprofesionalan, 
f. Asas partisipasif, 
g. Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif, 
h. Asas keterbukaan, 
i. Asas akuntabilitas, 
j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 
k. Asas ketepatan waktu, 
l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualias 
apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipasif, 
kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas, ketepatan 
waktu dan kemudahan. 
4. Standar Pelayanan Publik 
Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang 
mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan 
publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya 
kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar 




a. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan termasuk pengadaan. 
b. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan 
dalam proses pemberian pelayanan. 
d. Produk Pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. 
e. Sarana dan prasarana, penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 
oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan 
harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 
sikap dan perilaku yang dibutuhkan. 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar 
pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh 
instansi pemerintah dan dapat dijadikan indicator penilaian terhadap kualitas 
pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan 
publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai 
pengguna pelayanan. 
5. Jenis-jenis Pelayanan Publik 
Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, 
karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik itu 
sebagai nidividu maupun sebagai makluk sosial. Keanekaragaman dan perbedaan 
kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam jenis pelayanan 
pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. Timbulnya 
pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan 
tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan 
juga ada beberapa macam.  
Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 kegiatan 
pelayanan umum atau publik antara lain:
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a. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, 
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sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan 
sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), 
akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 
Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan 
Tanah dan sebagainya. 
b. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis 
barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga 
listrik, air bersih dan sebagainya. 
c. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang 
dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, 
penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 
Jenis-jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada 
masyarakat terlihat bahwa pelayanan umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-
jenis yang sangat luas. Dengan kata lain, persoalan pelayanan umum dalam satu 
pemerintahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan karena itu 
membutuhkan perhatian semua kalangan, baik dari pemerintah sebagai pihak pemberi 
layanan maupun dari masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. 
6. Unsur-unsur Pelayanan 
Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsure yang 
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a. Sistem, prosedur, dan metode 
Dalam pelayananan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang 
mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. 
b. Personil 
Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur 
pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka 
terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. 
c. Sarana dan prasarana, dalam pelayanan diperlkan peralatan dan ruang kerja serta 
fasilitas pelayanan. Misalnya seperti ruang tamu, tempat parker yang memadai 
dan sebagainya. 
d. Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayananya, masyarakat selaku pelanggan 
sangatlah heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya. 
Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi 
prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi 
pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Contohnya petugas menerapkan 
sistem antre agar pelayanan dapat berjalan tertib. 
Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur 
personil juga memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas 
yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga. Oleh karena itu, 
dibutuhkan petugas pelayanan yang profesional untuk memberikan kepuasan kepada 
pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus melayani dengan ramah dan 






Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan publik wajib 
menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunan layanan agar masyarakat sebagai 
pengguna layanan merasa nyaman. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang 
lengkap, petugas juga akan mudah memberikan layanan. 
Unsur yang terakhir adalah masyarakat sebagai pengguna layanan. 
Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas 
pelayanan. Tetapi selain memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk 
mematuhi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan petugas agar terjadi 
keseimbangan hak dan kewajiban baik penerima layanan maupun pemberi layanan. 
7. Kualitas Pelayanan Publik  
Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan 
untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Jika konsumen merasa telah 
mendapatkan pelayanan yang baik berarti perusahaan mampu memberikan pelayanan 
yang baik pula. Demikian pula sebaliknya, pelayanan tidak dapat diuraikan secara 
obyektif seperti sebuah produk, melainkan merupakan interaksi social dengan 
subyektivitas, lebih tergantung pada nilai, parasaan dan perilaku. 
Menurut Wyckcof dan Lovelock dalam bukunya yang dikutip dan 
diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono ada dua faktor utama yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan yaitu respected service dan perceived service. Apabila jasa yang 
diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka 
kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima 





Baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemempuan penyedia jasa dalam 
memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.
29
 
Jadi pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak yang 
melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi prinsip- prinsip 
layanan yang berkualitas menurut H.A.S. Moenir antara lain:
30
 
a. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal. 
b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat. 
c. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur 
d. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktuwaktu dapat dirubah 
apabila perlu. 
e. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya organisasi 
untuk menciptakan kualitas layanan. 
f. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen. 
g. Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang lainnya. 
Sekarang ini kegiatan pemasaran tidak terlepas dari kualitas pelayanan 
terhadap konsumen. Kualitas pelayanan yang baik dan tepat akan mempengaruhi 
konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian suatu produk, sehingga 
dibutuhkan strategi kualitas pelayan yang baik. 
Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus memperhatikan aspek pendukung 
agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang harus diperhatikan meliputi : 
faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat; faktor aturan 
yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan; faktor organisasi yang baik; 
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faktor imabalan atau gaji; faktor kemampuan dalam bekerja; faktor sarana dan 
prasarana; komunikasi dan pendidikan. 
Menurut Parasuraman dkk yang dikutip oleh Fandy Tjiptono, ada beberapa 
kriteria yang menjadi dasar penilaian konsumen terhadap pelayanan yaitu:
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a. Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksitensinya 
kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan 
sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti 
nyata dan pelayanan yang diberikan. 
b. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan 
sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 
c. Responsiveness, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 
memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan 
menyampaikan informasi yang jelas. 
d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap 
pelanggan.Terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah komunikasi, 
kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun. 
e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 
pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 
pelanggan. 
Berdasarkan uraian dapat disimpulkan mengenai dimensi kriteria atau 
indikator di atas, meliputi: 
a. Bukti langsung (tangibles) 
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b. Kehandalan (reliability) 
c. Daya tanggap (responsiveness) 
d. Jaminan (assurance) 
e. Empati (empaty) 
Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha 
yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau 
tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain.
32
 Hal ini tampak 
dalam Q.S. al-Baqarah/2:267 yang menyatakan bahwa: 
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي  ِ
َ
لّٱ َ ي   َِ  م مَُكل اَنَۡجرۡخ
َ
أ ٓ اَمِمَو ۡمُتۡبَس
َ

















لَو َنوُِقفُنت ُهۡنِم  ِهِيه 
ْ









أ ََللّٱ  يِنَغ  ٌديَِحَ٢٦٧  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
33
 
Maksud dari ayat di atas ialah dalam menafkahkan sesuatu kepada orang lain 
baik barang atau jasa harus memberikan yang terbaik. Termasuk dalam memberikan 
pelayanan, kita harus harus professional tanpa melihat apa dan siapa karena 
pelayanan yang baik adalah kunci kepuasan dan keberhasilan suatu pekerjaan. 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan 
melalui angket atau interview agar nantinya menggambarkan sebagai aspek dari 
pupulasi. Selanjutnya bedasarkan bentuk-bentuk permasalahanya, penelitian ini 




Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat dekriptif dan 
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pada mulanya metode penelitian 
kualitatif hanya digunakan dalam etnografi, namun dalam perkembangannya 
kemudian, metode ini banyak diterapkan dalam  melakukan penelitian dari berbagai 
disiplin ilmu, seperti sosiologi, patologi kedokteran, hukum, politik, dan sebagainya. 
2
 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Massamturu Kecamatan 
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B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen yaitu pendekatan yang 
lebih menekankan pada proses manajemen pada fungsinya. Metode pendekatan 
manajemen ini akan peneliti gunakan pada pihak-pihak yang dianggap relevan 
dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan 
dilakukan. Pendekatan manajemen pada hakikatnya sangatlah komplit karena di 
dalamnya sudah mencakup unsur-unsur manajemen yang secara garis besar sudah 
mencakup semuanya. Ini menandakan bahwa setiap disiplin ilmu dan elemen 
kehidupan membutuhkan manajemen. 
 
C. Sumber Data 
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut: 
1. Data Primer, berupa data-data yang didapatkan dalam penelitian di lapangan, 
yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari responden 
melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer 
yang sekaligus sebagai data pendukung. Data sekunder yaitu data yang 
digunakan sebagai alat penunjang dalam penelitian yang diperoleh secara 
tidak langsung dari sumbernya serta diperoleh melalui data yang telah diteliti 









D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagia bahan 
analisis. Dalam pengumpulan data dan informasi  data yang dipakai adalah data 
primer, yang diperoleh dari hasil interview dan data sekunder, yang diambil dari data-
data, catatan-catatan dan laporan-laporan serta literatur. 
1. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala 
yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini pertimbagan bahwa 
data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara lagsung mengamati objek 
yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di 
lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 
mencatat, menganalisa secara sistematis. 
2. Interview/Wawancara 
Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan antara peneliti dan 
informan Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 
dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
yang memberikan jawaban atas pertanyan itu.
3
 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.
4
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Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih luas dari orang 
lain atau informan. Dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengajukan 
pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tema penelitian kepada informan. 
Panduan wawancara ini digunakan oleh penyusun untuk menghindari meluasnya cara 
pembicaraan wawancara. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda 
tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, 
catatan harian, dan sebagainya.
5
 Di samping itu, foto maupun sumber tertulis lain 
yang mendukung juga digunakan untuk penelitian. Metode ini digunakan untuk 
memperoleh gambaran umum tentang wilayah yang akan diteliti. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Menurut Arikunto instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih 
dan gunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 
menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
6
 Jadi, instrument penelitian adalah alat 
bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi menegenai hal 
yang sedang diteliti seperti catatan, handphone, pulpen. 
Adapun instrumen penelitian yangn akan digunakan peneliti yaitu, handphone 
sebagai kamera dan perekam serta pulpen dan catatan. 
 
 
                                                             
5
Sutrisno Hadi, Metodologi Research  (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72. 
6





F. Teknik Analisis Data 
Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis 




Metode analisis data dalam pembahasan ini adalah teknik analisa data 
deskriptif kualitatif, proses analisa data ini dimulai dengan menyusun semua data 
yang telah terkumpul berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan, 
selanjutnya penulis melakukan interpretasi sekucupnya dalam usaha memahami 
keyataan yang ada untuk menarik kesimpulan. 
Dengan demikian, secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut sebagai 
berikut: 
1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan interview. 
2. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan 
yang telah direncanakan. 
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kantor Desa Massamataru 
Kantor Desa Massamaturu terletak di Jln. Poros Pabrik Gula Takalar km 06 
Bulubumbung I  . Desa Massamaturu sendiri merupakan salah satu desa yang berada 
di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berada di sebelah timur Desa 
Pa’rappunganta dan di sebelah barat Desa Timbuseng serta di sebelah utara Desa 
Parangbaddo dan di sebelah selatan Desa Balangtanaya.
1
 
Jumlah dusun di Desa Massamaturu sendiri terdiri atas empat dusun yakni 
Bulubumbung I, Bulumbung II, Bontorannu I, dan Bontorannu II. 
1. Visi Misi Pemerintah Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng 
Utara Kabupaten Takalar 
Visi dari Pemerintah Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar ialah “BERSAMA DALAM MEWUJUDKAN DESA 
MASSAMATURU YANG LEBIH MAJU, MANDIRI DAN BERKEADILAN 
MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERTAKWA” 
Sedangkan misi dari Pemerintah Desa massamaturu Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yakni: 
a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani 
masyarakat secara optimal, 
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b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan 
desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisifasif, 
c. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan desa 
massamaturu yang aman, tentram, dan damai, 




2. Struktur Organisasi Kantor Desa Massamaturu Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 
 
Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Desa Massamaturu 
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3. Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Massamaturu Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 
 
NO. NAMA DUSUN JUMLAH PENDUDUK 
  JUMLAH 
KK 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1. BULU’BUMBUNG I 94 147 162 
2.  BULU’BUMBUNG II 131 215 223 
3. BONTORANNU I 193 309 298 
4. BONTORANNU II 135 203 214 
TOTAL 553 874 897 
Gambar 2. Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Massamaturu 
 
B. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di 
Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 
Berdasarkan Peraturan Desa Massamaturu Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2022 
BAB V Pasal 6-8 maka strategi dan kebijakan Pemerintah Desa Massamaturu 
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1. Strategi Pembangunan Desa 
a. Meningkatkan kualitas serta kinerja aparatur desa dan BPD; 
b. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 
desa; 
c. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa; 
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa agar menjadi 
berkembang dan mandiri; 
e. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat, dan lestari; 
f. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan 
yang baik, bersih, dan berwibawa; 
g. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat yang 
berbasis pedesaan; 
h. Menjalin kerjasama yang baik antar Pemerintah Desa dengan lembaga 
kemasyarakatan dan antar sesama lembaga kemasyarakatan yang ada dalam 
upaya menjunjunng tinggi rasa persatuan dan kesatuan untuk bersama dan 
berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembanguan 
desa. 
2.   Arah Kebijakan Keuangan Desa 
a. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasra masyarakat; 
b. Penguatan manajemen keuangan desa sebagai penunjang kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat; 
c. Terlaksananya program program yang melibatkan pastispasi masyarakat; 
d. Terwujudnya pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan 
pembangunan di desa; 
48 
 
e. Upaya peningkatan derajat kesejahteraan aparatur pemerintah desa dengan 
berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku; 
f. Meningkatkan daya dukung; 
g. Meningkatkan daya dukung terhadap penigkatan pendapatan masyarakat; 
h. Upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan 
perumahan; 
i. Terwujudnya perubahan desa manuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat desa. 
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Belanja Pegawai 
a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b) Penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari PAD; 
c) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari 
APBD provinsil; 
d) Tunjangan untuk istri atau suami dan anak Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
e) Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota 
keluarganya; 
f) Tunjangan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
g) Tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan; 
h) Honorarium untuk Bendahara Desa; 
i) Honorarium untuk petugas registrat desa; 




2) Operasional Pemerintahan Desa 
a) Belanja barang dan jasa; 
b) Belanja modal Pemerintah Desa; 
c) Insentif dan operasional Imam Dusun; 
d) Operasional Badana Pemusyawaratan Desa (BPD); 
e) Honor dan tunjangan petugas keamanan kantor desa; 
f) Insentif dan operasional lembaga adat desa; 
g) Pengadaan jaringan wifi desa. 
3) Penetapan batas desa 
4) Penyusunan RPJMDes dan RKPDes 
5) Sistem pengelolaan informasi desa berbasis IT 
b. Bidang Pembangunan Desa  
1) Sub Bidang Insfrastruk 
a) Pemeliharaan dan perbaikan jalan desa; 
b) Penataan/perbaikan jalan dusun; 
c) Pengaspalan/peving blok jalan lingkungan; 
d) Pembuatan sistem drainase wilayah pemukiman; 
e) Pembuatan tanggul penahan banjir di dusun Bulu’Bumbung I; 
f) Pembuatan dekker plat di tiap dusun; 
g) Pembelahan sungai Kaloro Lompoa; 
h) Pembuatan sanitasi/saluran air di sepanjang jalan desa; 
i) Pembuatan jembatan penyeberangan di dusun Bulu’Bumbung I; 
j) Perintisan/pembukaan jalan lingkar dusun; 
k) Pengaspalan jalan raya desa; 
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l) Penimbunan jalan sertu; 
m) Pembuatan talud jalan raya desa; 
n) Pelebaran jembatan jalan raya desa di dusun Bulu’Bumbung I; 
o) Pembuatan dan penambahan sumur bor di tiapn dusun; 
p) Pembuatan batas desa dan dusun; 
q) Sarana dan prasarana penerangan jalan desa; 
r) Pembautan jembatan di dusun Bontorannu I; 
s) Rehabilitasi pasar desa di dusun Bontorannu I; 
t) Pos ronda di tiap tiap dusun; 
u) Pembangunan rumah jabatan Kepala Desa; 
v) Pembangunan gedung kelembagaan desa (BPD, LPM, PKK); 
w) Pembangunan kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); 
x) Rehab/pemeliharaan kantor desa; 
y) Rehab/peningkatan gedung pertemuan desa. 
2) Sub Bidang Pendidikan 
a) Pembangunan pagar SMKN 6 Takalar dan SMPN 5 Polut; 
b) Pemasangan peving blok SMKN 6 Takalar; 
c) Pembangunan TK/TPA tiap dusun; 
d) Pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN); 
e) Pembangunan Gedung Perpustakaan; 
f) Perbaikan/renovasi TK/TPA Bontorannu I. 
3) Sub BIdang Kesehatan 
a) Pembangunan posyandu tiap tiap dusun; 
b) Penbangunan tanggul/talud pencegah banjir; 
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c) Pengerukan/netralisasi Sungai Kaloro Lompoa; 
d) Peningkatan/rehabilitas Pustu Bontorannu I; 
e) Pengadaan bantuan meteran PDAM; 
f) Drainase dan sanitasi wilayah pemukiman; 
g) Sistem pembuangan air limbah; 
h) Perbaikan/bedah rumah tidak layak huni; 
i) Pembuatan tempat pembuangan sampah; 
j) Pengadaan sumur bor di setiap dusun; 
k) Pembuatan jamban keluarga untuk warga kurang mampu; 
l) Pembuatan jalan ternak di setiap dusun; 
m) Rehab dan peningkatan sarana Pustu. 
4) Sub Bidang Keagamaan 
a) Pembangunan masjid di dusun Bulu’Bumbung II; 
b) Perbaikan/rehabilitasi masjid tiap dusun; 
c) Pembangunan TK/TPA tiap dusun; 
d) Pembuatan kuburan umum. 
5) Sub Bidang Pertanian/Perkebunan 
a) Pembuatan jalan tani Bontorannu II; 
b) Pembuatan saluran air Bulu’Bumbung I dan II; 
c) Pengadaan saluran irigasi; 
d) Pengadaan jalan ternak. 
6) Sub Bidang Ekonomi 
a) Perbaikan dam penambahan los pasar desa; 
b) Pengadaan penggilingan padi desa; 
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c) Perbaikan sarana dan prasarana jalan desa; 
d) Pembangunan kantor Bumdes; 
e) Pembangunan penggilingan padi desa. 
7) Sub Bidang Pemuda dan Olahraga 
a) Pembuatan/pengadaan lapangan bola; 
b) Pembuatan lapangan futsal Bontorannu I; 
c) Pengadaan sarana dan prsarana olahraga; 
d) Pengadaan sarana dan prsarana kegiatan kepemudaan; 
e) Pembangunan sanggar seni. 
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
1) Peningkatan kapasitas pendidikan anak usia dini; 
2) Peningkatan kapasitas TK/TPA di semua dusun; 
3) Peningkatan kpasitas usaha kepada kelompok tani; 
4) Pemberian beasiswa bagi siswa SD, SMP, SMA yang berprestasi; 
5) Pemberian bantuan bagi siswa lulusan SMA kejenjang yang lebih tinggi 
(Kuliah); 
6) Pelatihan dan penyuluhan keterampilan khusus kepada masyarakat; 
7) Pemberian bantuan alat-alat pertanian kepada kelompok tani; 
8) Pemberian kredit bunga rendah bagi masyarakat; 
9) Pembinaan hari hari besar nasional dan hari besar Islam; 
10) Pemberian modal usaha bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); 
11) Studi banding/pelatihan dan sosialiasi bagi aparat pemerintah desa; 
12) Peningkatan kapasitas bagi majelis taklim; 
13) Pemberian bantuan bagi TK/TPA di semua dusun; 
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14) Peningkatan kapasitas kelompok usaha kecil menengah; 
15) Pemanfaatan teknologi tepat guna pedesaan. 
d. Bidang Pembinaan Masyarakat 
1) Peningkatan kapasitas Aparat Pemrintah Desa; 
2) Peningkatan kapasitas BPD dan anggotanya; 
3) Peningkatan kapasitas TP PKK Desa; 
4) Peningkatan kapasitas LPM; 
5) Peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga; 
6) Peningkatan kapasitas KPM; 
7) Peningkatan kapasitas pengurus Bumdes; 
8) Peningkatan kapasitas IRMAS; 
9) Peningkatan kapasitas kader posyandu/kader desa; 
10) Peningkatan kapasitas kelompok tani/ternak; 
11) Peningkatan kapasitas kelompok perikanan; 
12) Peningkatan kapasitas anggota Linmas; 
13) Penimgkatan kapasitas majelis taklim; 
14) Peningkatan kapasitas pegawai sara’; 
15) Peningkatan kapsitas sanggar kesenian; 
16) Peningkatan kapasitas forum masyarakat desa; 
17) Upaya peningkatan kebersihan, pelestarian lingkungan dan Sumber Daya 
Alam (SDA); 
18) Upaya peningkatan ekonomi masyarakat; 
19) Peningkatan kapasitas peningkatan SDM dan organisasi kemasyarakatan; 
20) Peningkatan kapasitas usaha kepada kelompok tani. 
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e. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 
2016-2022 selaras dengan penyesuaian dari catatan sebagaimana catatan berikut: 
1) Efisiensi pengelolaan dam pengunaan Anggaran Tahun Berjalan; 
2) Penempatan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan dan skala prioritas 
masyarakat desa; 
3) Andanya upaya optimal pengadaan sarana dan prasarana dasar kebutuhan 
masyarakat dalam hal menunjang kegiatan usaha ekonomi masyarakat 
berbasis pedesaan; 
4) Menitikberatkan pada upaya peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa 
serta lembaga pemasyarakatan yang ada di desa; 
5) Pencapaian rencana kerja secara optimal; 
6) Pelestarian lingkungan hidup. 
Pemerintah desa dapat dikatakan berhasil dalam pelayanan kepada masyarakat 
apabila masyarakat itu sendiri sebagai penerima pelayanan merasa puas terhadap 
kinerja aparatur pemerintah desa. menigkatkan kualitas pelayan memang sangat 
penting apalagi dalam pemerintahan. Kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama 
karena tujuan pemerintah pada  dasarnya adalah terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat.  
Pemerintah desa juga dalam memberikan kepuasan terhadap pelayanannya 
terhadap masyarakat berusaha memenuhi dimensi kualitas pelayan yang terdiri atas: 
1. Dimensi Tangibles (Bukti Fisik) 
Dimensi tangibles yaitu segala fasilitas fisik yang digunakan dalam 
memberikan pelayanan dan juga termasuk kebersihan dari tempat pelayanan. 
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Berdasarkan wawancara bersama Bapak Kepala Desa beliau mengungkapkan: 
” Kami sebagai Pemerintah Desa sangat berupaya memberikan kenyamanan 
dan kepuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas fisik serta 
kebersihan sangat kami perhatikan. Bisa adek periksa sendiri di kantor, untuk 
kelengkapan alat pelayanan sudah bisa dikatakan lengkap bahkan kami 
berupaya membuat sebuah inovasi dengan membangun Taman Ngopi tepat di 
halaman depan kantor di mana tempat ini bisa digunakan masyarakat sebagai 
ruang tunggu sembari ngopi bareng dan juga sharing sama kami apa-apa yang 
mereka keluhkan, apa-apa yang menurut mereka perlu diperbaiki dan 
dipertahankan terkhusus berkaitan dengan pelayanan kami kepada mereka. 
Selain itu, kami juga berencana unutk menyediakan wifi di kantor desa.”4 
Dalam wawancara bersama salah satu staf kantor desa yang merupakan 
Kepala Seksi Pemerintahan mengatakan bahwa: 
“Kalau fasilitas fisik, sudah bisa dikatakan lengkap, sudah ada komputer jadi 
tidak perlu pakai mesin tik lagi, ruangan dingin karena sudah ada kipas, 
mushollah bahkan kami juga menyedian fasilitas seperti tenda, kursi, dan 
sound system jadi masyarakat tidak perlu lagi menyewa benda-benda tersebut 
kalau butuh, tinggal datang ke kantor melapor ke aparat terus siap 
bertanggungjawab dalam  menjaga fasilitas yang dipinjam kami akan senang 
hati meminjamkannya.”5 
Bapak Kepala Dusun Bulu’Bumbung I juga mengutarakan pendapatnya dalam 
wawancara beliau mengatakan bahwa: 
“Kalau berdasarkan apa yang saya lihat, Pemerintah Desa Massamaturu sudah 
sangat berupaya mengembangkan Desa Massamaturu. Contohnya adanya 
pembanguan Pasar Bontorannu yang pada dasarnya dibuat untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengadaan pasar tersebut. 
Pasar Bontorannu sudah bisa digunakan dan diutamakan digunakan 
masyarakat kita sendiri”6  
Berdasarkan penelitian melalui wawancara bersama salah satu warga yang 
pernah datang ke kantor untuk mengurus surat pengantar kependudukan 
mengungkapkan: 
                                                             
4
Lukman Nyau (47 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Takalar, 05 Mei 2018. 
5
1rwan (28 Tahun), KA Seksi Pemerintahan, Wawancara,Takalar, 05 Mei 2018. 




“Menurut saya peralatan di kantor desa sudah lengkap bahkan ada mushollah. 
Namun di mushollahnya belum disiapkan mukenah jadi ada baiknya pihak 
Pemerintah Desa bisa menyiapkannya juga supaya bisa jauh lebih lengkap. 
Kantor desa juga sangat bersih, taman-taman depan kantor juga sangat bagus 
dan terawat, kebersihannya sudah tidak perlu diragukan.”7 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat saya simpulkan bahwa 
Pemerintah Desa sangat memperhatikan fasilitas fisik dan kebersihan kantor desa 
karena hal tersebut akan sangat menunjang lahirnya kepuasan dari masyarakat. selain 
itu masyarakat juga mengakui keseriusan Pemerintah Desa dalam meningkatkan 
pelayanan mereka terkait dengan kelengkapan fasilitas dan kebersihan dari kantor 
desa sendiri sebagi pusat pelayanan terhadapa masyarakat. tentunya ini menunjukkan 
bahwa fasilitas fisik dan kebersihan memberikan dampak terhadap kepuasan 
masyarakat dengan pelayanan Pemerintah Desa. 
Dalam konsep Islam sendiri kita sebagai pelayan publik dianjurkan untuk 
memperhatikan kenyamanan penerima pelayanan terkait fasilitas fisik dan 
kebersihan. Namun fasilitas yang disiapkan tidak berlebih-lebihan sampai 
menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang  membuat masyarakat nyaman memang 
penting tapi bukanlah fasilitas yang menonjolkan kemewahan atau melampaui batas. 










لٱ ٨٧  
Terjemahnya: 
“….dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas.”8 
                                                             
7
 Isnani (27 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Takalar, Tanggal, 07 Mei 2018. 
8
 DepartemenAgama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 122. 
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Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan 
segala sesuatu kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas. 
Begitupun dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus untuk 
fasilitas fisik. Perlu diketahui bahwa pelayanan yang diberikan atau disiapkan harus 
berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. 
2. Dimensi Reability (Reabilitas) 
Dimensi reability yaitu kemampuan atau kehandalan para pelayan publik 
dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan kepada penerima layanan secara cepat 
dan akurat. 
Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sekretaris Desa Massamaturu 
Kecamatan Polongbangkeng Utara, beliau mengungkapkan bahwa: 
“Kami selaku Pemerintah Desa berusaha memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saat ada masyarakat 
yang datang ke kantor untuk mengurus berkas administratif misalnya, kami 
berusaha menyelesaikannya secara akurat, kami sebagai Pemerintah Desa 
berusaha pula memperoleh kepercayaan dari masyarakat dalam tugas 
pelayanan.”9 
Hal yang sama saya juga tanyakan kepada salah satu masyarakat yang pernah 
mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah dan beliau pun mengatakan: 
“Kehandalan dari aparatur desa sudah bagus. Namun, ada staf yang kadang 
suka salah ketik ketika mengerjakan berkas. Mungkin karena dibuat terburu-
buru sehingga tanpa sadar terjadi kesalahan pengetikan.”10 
Masih dalam pertanyaan yang sama juga saya ajukan pada warga pernah 
mengurus surat keterangan miskin di kantor desa Massamaturu dan beliau pun 
mengutarakan: 
                                                             
9 Ansar (41 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Takalar, tanggal 07 Mei 2018. 
10 Sakking Dg Sayu, (54 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Takalar 07 Mei 2018. 
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“Saya sangat senang dengan pelayanan di kantor desa karena pengerjaannya 
cepat. Saat itu saya sedang buru-buru karena anak saya mau bawa berkasnya 
untuk mengurus beasiswa. Seluruh staf desa menurut saya menguasai 
komputer dengan baik jadi sama siapa pun yang diminta mengurus pasti 
selalu siap mengerjakan.”11 
Berdasarkan hasil wawancara di atas saya dapat mengambil kesimpulan 
bahwa kehandalan, keakuratan, serta penepatan janji dari para aparatur desa sudah 
bagus. Aparatur desa sangat berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, 
dan memuaskan serta sesuai dengan harapan masyarakat. 
Dalam Islam juga diajarkan bahwa kita sebagai manusia hendaknya menepati 
janji yang diberikan. Ini juga berlaku bagi pelayan masyarakat khususnya Pemerintah 
Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S. 


















ك ۡمُكۡيَلَع َ َّللّٱ  َنُولَعۡفَت اَم َُملۡعَي٩١  
Terjemahnya: 
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, 
sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-
sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”12 
Dari ayat di atas jelas menyebutkan bahwa apabila kita mengucapkan janji 
kepada orang atau masyarakat maka haruslah ditepati karena janji bagian pada hutang 
selain itu Allah swt. menjadi saksi dari janji yang diucapkan. Pemerintah Desa 
Massamaturu berusaha menepati janji kepada masyarakat karena itu merupakan 
bagian daripada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Desa. 
                                                             
11 Isnani (27 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Takalar, Tanggal 07 Mei 2018. 
12
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. h. 277. 
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3. Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) 
Dimensi responsiveness (daya tanggap) berkenaan kesediaan atau kemauan 
para pelayan publik dalam memberikan pelayanan yang tepat dan cepat. Hal ini tentu 
berkenaan juga dengan profesionalitas kerja. Merespon dan mengerjakann sesegera 
mungkin permintaan dari masyarakat sesuai dengan keahlian merupakan bukti 
professional kerja. 
Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu staf Kantor Desa 
Massamaturu yang merupakan Kaur Keuangan, beliau mengngkapkan: 
“Kami insyaallah tidak pernah menunda-nunda segala permintaan dari 
masyarakat apabila mereka membutuhkan sesuatu di kantor apalagi 
dibutuhkan segera. Tentu kami berusaha semaksimal mungkin untuk 
secepatnya mengerjakan. Bahkan saya bisa bilang jam masuk kantor itu cuma 
formalitas, kami siap melayani masyarakat kapan pun. Saya sendiri pernah 
membuatkan berkas kepada salah satu masyarakat malam-malam berupa surat 
pindah karena tidak ada kesempatan untuk mengurusnya besok katanya”13 
Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Kepala Desa Massamaturu dalam 
wawancara beliau mengatakan: 
“Profesionalitas sangat diperlukan saat melayani masyarakat, tentunya saya 
sebagai Kepala Desa sangat menghimbau kepada para aparatur desa untuk 
merespon dengan baik ketika ada masyarakat yang datang untuk mengurus 
atau meminta sesuatu di kantor. Semua staf yang ada di kantor bisa 
mengerjakan segala jenis persuratan yang dibutuhkan di kantor desa. Mereka 
sudah berpengalaman dan sudah pernah diikutkan pelatihan-pelatihan. Kami 
mempersilakan masyarakat apabila sangat urgen bisa meminta dibuatkan 
surat-surat melalui Messengger atau media sosial lainnya, nanti disuruh 
buatkan sama staf bahkan kalau perlu kami siap mengantarkannya kepada 
mereka langsung, ini hanya dalam keadaan tertentu saja. Tetapi tentunya kami 
berharap mereka bisa datang langsung kalau butuh sesuatu di kantor desa 
karena kalau datang langsung kita bisa ajak ngopi bareng sambil bercerita 
tentang masalah-masalah dan solusi terkait desa kita ini dan sekali lagi ini 
juga bagian dari pada respon kami Pemerintah Desa selaku pemberi pelayanan 
kepada masyarakat.”14 
 
                                                             
13 Hasnah (39 Tahun), Kaur Keuangan, Wawancara, Takalar, Tanggal  
14 Lukman Nyau (47 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Takalar, 05 Mei 2018. 
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Pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada masyarakat yang pernah 
mengurus surat keterangan kependudukan dan beliau mengungkapkan: 
“Respon dan kemauan staf untuk melayani sudah sangat bagus. Sebenarnya 
kalau saya sendiri merasa tidak enak kalau datang ketika kantor sudah tutup 
apalagi kalau sudah malam tapi kalau memang yang kita butuhkan itu penting 
dan harus segera diselesaikan mau bagaimana lagi. Kita juga tahu kalau staf 
pasti capek tapi meski begitu mereka berusaha untuk tetap mengerjakan 
semuanya kami dengan baik.”15 
Dari hasil wawancara di atas saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak 
Pemerintah Desa berusaha untuk membantu masyarakat dengan baik. Masayarakat 
desa memang masil kental dengan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat 
lainnya bahkan meski ada strata antara Pemerintah dan warga tentu itu tidak akan 
mempengaruhi rasa saling ingin membantu satu sama lain apalagi melihat ini 
merupakan kewajiban pemerintah mulai dari tingkatan paling atas sampai bawah 
untuk melayani dan mensejahterakan masyarakatnya. Kepentingan masyarakat harus 
diutamakan. 
Dalam Islam pun kita diperintahkan untuk saling tolong menolong tanpa 
melihat ras dan golongan apalagi sesama umat Islam. Membantu sesama merupakan 
















لۡٱ  َو  ِنََٰوۡدُع
ۡ
لٱ  َو 
 
اوُقَّتٱ   َ َّللّٱ  َِّنإ
 َ َّللّٱ  ُديِدَش ِباَِقع
ۡ
لٱ ٢  
Terjemahnya: 
                                                             
15 Dg. Bella, (54 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Takalar 22 Juli 2018. 
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…..”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”16 
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kita sesama manusia harus saling 
membantu satu sama lain tanpa melihat apa dan siapa melainkan karena kita sadar 
bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya 
batuan dari yang lainnya. Namun yang perlu juga dipahami adalah ayat di atas jelas 
menuliskan bahwa kita boleh saling membantu tetapi hanya dalam kebaikan tidak 
dalam keburukan karena tolong menolong dalam keburukan akan melahirkan dosa 
dan azab Allah Swt.    
4. Dimensi Assurance (Jaminan) 
Dimensi Assurance  meliputi pengetahuan, kelemahlembutan dan kesopanan 
serta kemampuan para staf dalam memberikan rasa percaya dan rasa aman kepada 
masyarakat. 
Dalam wawancara Sekretaris Desa Massamaturu mengenai dimensi assurance 
ini, beliau mengungkapkan: 
“Kita ini satu sama lain sudah seperti saudara baik antar aparatur atau dengan 
masyarakat. Jangankan di kantor, di rumah, di sekolah kita ini diajarkan untuk 
saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Melayani 
masyarakat dengan lemah lembut dan tutur kata serta perilaku yang sopan 
sudah menjadi hal wajib dalam pelayanan.”17 
Hal senada juga disampaikan oleh Kak Irwan selaku KA. Seksi Pemerintahan, 
beliau mengatakan: 
“Kalau berbicara kelemahlembutan, kesopanan, memberi rasa aman serta 
memberi rasa percaya kepada masyarakat tentu itu sudah menjadi hal wajib 
dan kami terapkan dalam pelayanan. Dalam pelayanan kami kepada 
masyarakat, setiap masyarakat datang meminta/memohon pelayanan kami 
senantiasa menghadapinya dengan senyum penuh keikhlasan, berpakaian 
                                                             
16 Departemen Agama RI, al-quran dan Terjemahnya. h. 106. 
17 Ansar (41 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Takalar, 07 Mei 2018. 
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yang rapi agar masyarakat merasa nyaman dan tenang dengan pelayanan kami 
sebagai pelayan masyarakat di desa.”18  
Hal yang sama juga saya tanyakan kepada salah satu warga yang mengatakan 
bahwa: 
“Orang-orang di kantor desa semuanya baik, sopan, ramah, murah senyum 
dan rapi-rapi. Orang-orang yang bekerja di kantor kan bukan dari masyarkat 
luar, semuanya orang massamaturu dan sudah saling mengenal dengan 
masyarakat jadi kalau bicara rasa percaya dan rasa aman dari pelayanan 
mereka kami tidak perlu ragu.”19 
Dari hasil wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa tentang dimensi 
assurance atau jaminan ini di Kantor Desa Massamaturu tidak perlu diragukan. 
Pemerintah Desa tidak hanya menjadikan itu sebuah aturan dalam melayani tetapi 
memang pada dasarnya sikap saling menghargai dan menghormati harus di 
aplikasikan dalam hidup dan kepada siapa pun itu apalagi dalam melayani 
masyarakat. 
Dalam Islam sendiri pun kita dianjurkan untuk menghargai, menghormati 
serta bersikap lemah lembut kepada sesama. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. 
dalam Q.S. ali-Imran/3:159: 














او ُّضَفن  ۡنِم
  َِكلۡوَح….. 
Terjemahnya: 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu….”20 
                                                             
18 1rwan (28 Tahun), KA Seksi Pemerintahan, Wawancara,Takalar, 05 Mei 2018. 
19 Isnani (27 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Takalar, Tanggal 07 Mei 2018. 
20
 DepartemenAgama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 71. 
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Berdasarkan ayat di atas ketika dikaitkan dengan pelayanan bahwa kita 
sebagai orang yang memberikan pelayanan harus bersikap  lemah lembut dan sopan 
serta memperhatikan etika berkomunikasi dengan orang yang dilayani agar tercipta 
pelayanan yang memuaskan bagi penerima layanan/massyarakat, begitupun yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa selalu bersikap lemah lembut, sopan dan 
memberikan rasa percaya dan aman terhadap pelayanannya. 
5. Dimensi Empathy (Empati) 
Dimensi empathy berkenaan dengan kemauan pemberi pelayanan untuk 
memahami dan peduli dengan kebutuhan penerima layanan/masyarakat. Memberi 
perhatian terhadap segala masalah atau keluhan masyarakat dan memberikan layanan 
informasi ketika masyarakat mengalami kesulitan saat pelayanan.  
Berdasarkan hasil wawancara bersama staf kantor Desa Massamaturu 
mengenai empati beliau mengutarakan: 
“Menurut saya pribadi, sejauh ini kami sudah cukup memahami kebutuhan 
masyarakat. Kami juga selalu memberikan informasi apabila ada kesulitan 
saat pelayanan, misalnya dalam melengkapi persyaratan-persyaratan berkas, 
kami selalu memebritahukan terlebih dahulu apa-apa yang harus dilengkapi 
untuk mengurus berkas yang ingin mereka minta. Kebutuhan masyarakat 
merupakan tanggungjawab untuk kami jadi kalau misalnya ada kesulitan yang 
mereka dapati saat pelayanan maka kami dengan senang hati untuk 
membantu.”21 
Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, 
beliau mengatakan bahwa: 
“Kami senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat merasa 
gampang dan mudah dalam mendapatkan kebutuhannya sesuai kemampuan 
pelayanan kami di desa.”22 
                                                             
21 Hasnah (39 Tahun), Kaur Keuangan, Wawancara, Takalar, 06 Mei 2018. 
22 1rwan (28 Tahun), KA Seksi Pemerintahan, Wawancara,Takalar, 05 Mei 2018. 
64 
 
Salah satu masyarakat juga mengungkapkan masalah empati dari para 
pelayanan para aparatur desa melalui wawancara: 
“Para aparatur sangat membantu dan sangat paham dengan apa yang kami 
butuhkan. Untuk persyaratan yang dibutuhkan saat mengurus di kantor pihak 
kantor sudah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan 
dan melengkapi persyaratan berkas sebelum mengurus.”23 
Berdasarkan hasil wawancara di atas saya dapat menyimpulkan bahwa pihak 
pemerintah desa sangat memahami kebutuhan masyarakatnya. Mereka juga selalu 
menjadi sumber informasi terbaik ketika masyarakat kesulitan dalam pelayanan di 
kantor desa.  
Rasulullah saw. sendiri mengajarkan kita untuk saling peduli terhadap 
kesulitan sesama, sebagaimana dalam sabda beliau:  
 اَيْن دُّلا ِبَرُك ْنِم ًةَبْرُك ٍمِلْسُم ْنَع َسَّفَن ْنَم :م.ص للها لوسر لاق:لاق.ع.ر َةَرْيَرُه ىِبَا ْنَع
ُللهاَرَّسَيٍرِسْعُم َىلَع َرَّسَي ْنَمَو ِةَماَيِقْلا ِمْوَي ِبَرُك ْنِم ًةَبْرُك ُهْنَع للها َسَّفَن  اَيْن دُّلا ىِف ِهْيَلَع
َعْلا َناَك اَم ِدَبِعْلا ِنْوَع ىِف للهاَو ِةَرِخاْلاَو اَيْن دُّلا ىِف للها ُهَرَتَس اًمِلْسُم َرَتَس ْنَمَو ِةاَرِخَاْلاَو ُدْب
ِهْيِخَا ِنْوَع ىِف ور(ا)ملسم ه  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw telah bersabda: “Barang siapa 
membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia , maka Allah akan 
membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa 
memberi kelonggaran kepada seorang yang susah, niscaya Allah akan 
memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa 
menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aib dia di dunia dan di 
akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya selama hamba-Nya 
menolong saudaranya.”  (H.R. Muslim)24 
                                                             
23 Dg. Caya, (53 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Takalar 22 Juli 2018. 
24
 Rachmat Syafe’I, Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 
2000), h. 251. 
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Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa peduli terhadap sesama 
merupakan hal yang penting dan sama sekali tidak mendatangkan kerugian bagi kita. 
Peduli terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat sangat penting karena akan 
meningkatkan daya tanggap pemberi pelayanan terhadap penerima pelayanan. 
 
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan 
Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar 
1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan publik di 
Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 
adalah sebagai berikut: 
a. Profesional Kerja Para Staf 
Profesional dalam melaksanakan setiap pekerjaan sudah menjadi 
tanggungjawab para pelayan publik terkhusus Pemerintah Desa. Mereka harus 
ditempatkan pada keahlian mereka masing-masing. Selain itu, para pelayan publik 
juga harus memahami peralatan pelayanan agar tidak terhambat dalam melayani 
penerima layanan. 
Hal sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Sekretaris Desa Massamaturu 
dalam wawancaranya beliau mengatakan: 
“Para staf di kantor desa kalau masalah penguasaan alat, saya bisa bilang 
200% sudah jago. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah 
berpengalaman. Mereka bukan orang baru di kantor desa, mereka merupakan 
staf-staf yang sudah bekerja sejak masih pemerintahan Kepala Desa yang 
sebelumnya. Jadi mereka tentu sudah terbiasa dengan alat-alat pelayanan di 
kantor.” 25 
                                                             
25 Ansar (41 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Takalar, 07 Mei 2018. 
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Dari cuplikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara 
penguasaan alat pelayanan, para staf sudah tidak diragukan lagi. Pemerintah sendiri 
mengungkapkan bahwa para staf juga pernah diikutkan beberapa kali dalam pelatihan 
karena melihat perkembangan teknologi semakin hari semakin maju maka tentu 
masyarakat juga menuntut agar pelayanan juga harus menyesuaikan dengan 
perkembangan teknologi sehingga pelayanan bisa lebih mudah, cepat, tepat, dan 
akurat. 
b. Kekompakan antar Anggota Pemerintahan 
Selain penguasaan alat, hal yang paling dalam sebuah organisasi adalah 
kekompakan dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi terlebih jika 
organisasi tersebut adalah instansi pemerintaha yang memiliki prioritas kerja untuk 
masyarakat. 
Dalam sebuah wawancara Kaur Keuangan Mengungkapkan bahwa: 
“Kami di kantor merasa diringankan dalam menrikan pelayanan karena 
adanya kekompakan kami sesama pelayan masyarakat di desa, setiap 
melakukan sesuatu kami senantiasa memegang prinsip kerjasama agar sesuatu 
yang berat bisa menjadi lebih ringan.”26 
Berdasarkan cuplikan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa para 
aparatur selalu menjaga kekompakan dan selalu bekerjasama dalam melayani 
masyarakat sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan satu sama lain.  
c. Kelengkapan Peralatan di Kantor Desa  
Kelengkapan peralatan pelayanan menjadi salah satu hal yang penting dan 
harus diperhatikan karena peralatan juga menjadi salah satu faktor yang dapat 
menumbuhjkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada. 
                                                             
26 Hasnah (39 Tahun), Kaur Keuangan, Wawancara, Takalar, 06 Mei 2018. 
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Berdasarkan wawancara bersama Bapak Kepala Desa massamaturu mengenai 
kelengkapan peralatan, beliau mengungkapkan: 
“Peralatan yang ada di kantor desa sudah lengkap apalagi yang akan 
digunakan untuk pelayanan. Kami bahkan menyiapkan fasilitas lain seperti 
kursi, sound system, dan tenda yang bisa digunakan masyarakat ketika ada 
acara-acara yang mereka adakan. dan semua pelayanan yang ada di kantor 
desa itu gratis baik dalam pengurusan berkas-berkas tertentu bahkan dalam 
peminjaman alat yang penting mereka mau bertanggungjawab dalam menjaga 
keamanan dan kelengkapan alat agar tetap utuh dan baik-baik saja ketika 
dikembalikan.”27 
Berdasarkan wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa peralatan 
pelayan yang ada di kantor desa sudah lengkap bahkan Pemerintah Desa 
menambahkan fasilitas kepada masyarakat yang bisa digunakan saat ada acara-acara 
tertentu yang diadakan. Selain itu pihak Pemerintah Desa mengratiskan semua jenis 
pelayanan kantor desa.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung pihak 
Pemerintah Desa dalam meningktkan pelayanan di kantor desa adalah: 
a. Professional kerja para staf; 
b. Kekompakan antar anggota pemerintahan dan; 
c. Kelengkapan alat pelayanan di kantor desa. 
2. Faktor Penghambat 
Adapun faktor Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan publik di 
Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, 
yakni: 
 
                                                             
27 Lukman Nyau (47 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Takalar, 05 Mei 2018. 
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a. Bantuan yang Terbatas 
Bantuan yang terbatas ini bukan dalam bentuk pelayanan administratif di 
kantor desa melainkan bantuan material pemerintah kepada masyarakat misalnya, 
bedah rumah, sembako, pemberian modal usaha, dan sebagainya. 
Dalam wawancara bersama KA. Seksi Pemerintahan, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Yang menjadi penghambat dalam pelayanan kami di desa adalah masih 
banyak masyarakat yang merasa ingin dibantu baik berupa kebutuhan pokok 
atau dalam bentuk lainnya sedangkan bantuan yang kadang kita bisa berikan 
masih sangat terbatas sehingga banyak masyarakat yang tidak kebagian 
kadang menganggap kami pilih kasih atau mereka menganggap dirinya dianak 
tirikan.”28 
Dari hasil wawancara di atas sapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat 
dari pelayanan adalah masih terbatasnya bantuan yang juga ditambah dengan lebih 
banyaknya masyarakat yang merasa harus dibantu.  
b. Honor  
Honor atau gaji bisa menjadi salah satu penghambat dalam pelayanan. Ini bisa 
saja karena jumlah atau keterlambatan dalam penerimaan para pegawai/staf.  
Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sekretaris Desa Massamaturu, beliau 
mengutarakan: 
“Yang menjadi penghambat dalam pelayanan di kantor adalah gaji pegawai. 
Ini bukan jumlahnya tapi penerimaannya yang hanya bisa didapat enam bulan 
sekali. Kami sangat berharap bahwa staf desa bisa disamakan dengan PNS 
yang bisa terima gaji tiap bulan supaya mereka juga lebih bersemangat lagi 
dalam berkerja melayani masyarakat desa Massamaturu.”29  
Dari wawancara bersama Bapak Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa 
salah satu penghambat dalam melayani masyarakat adalah gaji yang bisa didapatkan 
                                                             
28 1rwan (28 Tahun), KA Seksi Pemerintahan, Wawancara,Takalar, 05 Mei 2018. 
29 Ansar (41 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Takalar, 07 Mei 2018. 
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perenam bulan sekali sehingga ini menjadi sedikit berpengaruh terhadap semangat 
kerja para staf dalam melayani masyarakat. 
Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
menjadi faktor penghambat dalam pelayan di Kantor Desa Massamaturu dalah: 
a. Bantuan yang terbatas; 
b. Honor 
  
D. Aspek Dakwah pada Pelayanan Publik Pemerintah Desa Massamaturu 
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 
Pemerintah  desa sekali lagi merupakan pemegang kendali dalam menjalankan 
fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Pemerintah desa harus 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.  
Indonesia merupakan Negara demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang 
diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia juga merupakan 
Negara yang didiami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan 
budaya. Oleh karena itu, aturan yang dibuat pemerintah harus disesuaikan dan dapat 
diterima oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam dasar Negara pada Sila  pertama 
menyebutkan bahwa “Ketuhanan yang Maha Esa”, dalam Sila tersebut tidak 
menunjuk nama tuhan secara spesifik untuk agama tertentu melainkan berlaku bagi 
seluruh lapisan agama yang ada di Indonesia.  
Namun, dalam pemerintahan desa berlaku  otonomi daerah yakni pemerintah 
dapat membuat peraturannnya sendiri menyesuaikan dengan kondisi dan latar 
belakang agama dan budaya masyarakatnya. Di era otonomi daerah pemerintah 
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semakin mudah dalam melakukan upaya perbaikan pelayanan begitupun bagi 
Pemerintah Desa Massamaturu. Selain memperhatikan segi ekonomi, keamanan, dan 
aspek lainnya, Pemerintah Desa Massamaturu juga memperhatikan kebutuhan 
spiritual masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Massamaturu yang 
berjumlah 1771 jiwa merupakan 100% masyarakat beragama Islam. Oleh karena 
tentunya beberapa aturan yang dibuat Pemerintah Desa Massamaturu dalam aspek 
keagamaan hanya melihat pada apa kebutuhan spiritual islami masyarakat 
Massamaturu. 
Ketika melihat pada aspek dakwah, salah satu bukti Pemerintah Desa 
Massamaturu memperhatikan kondisi spiritual masyarakatnya adalah melihat dari 
pada visi Pemerintah  Desa Massamaturu yaitu “BERSAMA DALAM 
MEWUJUDKAN DESA MASSAMATURU YANG LEBIH MAJU, MANDIRI 
DAN BERKEADILAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, 
BERIMAN DAN BERTAKWA”. Melihat dari kutipan kalimat “Beriman dan 
Bertakwa”, itu artinya aspek spiritual masyarakat Desa Massamaturu juga menjadi 
salah satu perhatian yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Massamaturu. 
Menurut masyarakat Pemerintah Desa Massamaturu khususnya Kepala Desa 
merupakan sosok yang tegas dan ketika mengambil keputusan maka harus segera 
dilaksanakan.    
Karakter masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi budaya saling 
menghargai serta patuh terhadap pemimpinnya mampu menjadi salah satu jalan 
pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat. Hal ini juga 
sesuai sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: 
 ْمَل ْنِإَف , ِهِدَيِب ُهْرِّيَغُيْلَف اًرَكْنُم ْمُكْنِم ىَأَر ْنَم م.ص للها لوسر لاق ىردلحا ديعس بىا نع





"Dari Abu Sa’id al-Khudri barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, 
maka hendaklah merubah dengan tangannya jika tidak mampu maka dengan 
lisannya, jika tidak mampu (pula) maka dengan hatinya, dan itulah selemah-
lemah iman. (H.R. Muslim)”30 
Berdasarkan hadis di atas, dakwah bisa dilakukan dalam tiga cara yaitu 
melalui tangan (kekuasaan) yang kemudian ini bisa berlaku bagi para pemimpin 
seperti pemerintah karena pemerintah adalah penguasa dan pemegang kendali serta 
disegani sehingga masyarakat akan patuh terhadap aturan yang dibuat. Yang kedua 
dengan lisan atau nasehat kemudian dengan hati atau dengan mendoakan.  
Pemerintah Desa Massamaturu berupaya untuk memenuhi kebutuhan spritual 
masyarakat Desa Massamaturu melalui aturan tertulis dalam Peraturan Desa 
Massamaturu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2022 Bab V Pasal 6-8 pada bagian 3 
yakni arah kebijakan pembangunan desa sub bidang keagamaan yang terdiri atas: 
1. Pembangunan masjid di dusun Bulu’ Bumbung II; 
2. Perbaikan/rehabilitasi masjid tiap dusun; 
3. Pembangunan TK/TPA tiap dusun; 
4. Pembuatan kuburan umum. 
Selain itu juga terdapat pada sub bidang pembinaan masyarakat yang 
beberapa di antaranya yaitu: 
1. Peningkatan kapasitas IRMAS; 
2. Peningkatan kapasitas Majelis Taklim; 
                                                             
30
 Muliaty Amin, “Pengantar Ilmu Dakwah”, Diktat (Samata: Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2014). h. 21. 
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Aturan di atas bukan sekedar aturan melainkan sudah banyak direalisasikan 
oleh Pemerintah Desa dan tentu aturan tersebut mendapat sambutan dan dukungan 
yang baik dari masyarakat. Aturan di atas juga dibuat berdasarkan apa yang 
dibutuhkan masyarakat setempat. 
Pengaplikasin lainnya dengan adanya mushollah di kantor Desa Massamaturu 
yang sudah jelas bertujuan sebagai tempat ibadah bagi para aparatur atau pun 
masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah saat berada di kantor Desa 
Massamaturu. Selain itu, staf wanita untuk berjilbab ketika bekerja di kantor. Ini 
sudah membuktikan bahwa Pemerintah Desa Massamaturu juga memberikan 
perhatian khusus terhadap aspek keagamaan masyarakat dan juga para aparatur desa.  
Intinya, Pemerintah Desa Massamaturu yang merupakan pelayan masyarakat 
Massamaturu pada khususnya tetap berupaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dari semua aspek. Mulai dari fasilitas fisik, kehandalan, daya tanggap, 
jaminan serta empati akan Pemerintah Desa Massamaturu terus kembangkan demi 
kepuasan dan kesejahteraan masyarakat Massamaturu. Meski saat ini Pemerintah 
tenga berupaya menjadikan Desa Massamaturu sebagai salah satu pusat 
pengembangan ekonomi pedesaan namun tentu mereka juga tidak melupakan salah 
satu aspek yang juga sangat penting yakni aspek keagamaan baik di lingkungan kerja 
maupun di lingkungan masyarakat.  
Jabatan merupakan amanah sekaligus jalan untuk memperbaiki serta 
meningkatkan kualitas diri juga masyarakat. Jabatan dilantik dengan sumpah dan 
akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, sebagai pengembang amanah harus 





Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa dalam 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Upaya  Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di 
Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 
Takalar yakni melaksanakan Peraturan Desa Massamaturu Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 
Tahun 2016-2022 BAB V PAsal 6-8 yang berisi tentang strategi dan 
kebijakan Pemerintah Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkengg Utara 
Kabupaten Takalar. Kemudian memenuhi dimensi kualitas pelayan. 
2. Faktor pendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara 
Kabupaten Takalar adalah professional kerja para staf, kekompakan antar 
anggota pemerintahan, dan kelengkapan peralatan di kantor desa. Faktor 
penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan publik di 
Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 
Takalar adalah bantuan kepada masyarakat yang jumlahnya terbatas serta 






B. Implikasi Penelitian 
1. Diharapakan kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas sebagai 
pelayanan publik agar tetap menjaga profesionalitas serta menjalankan aturan 
yang telah ditetapkan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat. 
2. Dengan adanya beberapa kendala dalam melayani masyarakat, diharapkan 
Pemerintah Desa dapat menghadapinya dan mencari jalan keluar agar bisa 





Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 2004. 
D.S, Damanhuri. Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia. 
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006. 
Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2006. 
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: UGM Press, 1999. 
Indonesia Corruption Watch (ICW), Hasil Survei Korupsi di Pelayanan Publik, Studi 
Kasus di Lima Kota, 2000. 
Tjiptono, Fandy. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset. 2000. 
Kaho, Josep Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Di Negara Republik Indonesia. 
Jakarta : CV. Rajawali, 1991.  
Kumorotomo, Wahyudi. Akuntabilitas Birokrasi Publik sketsa pada Masa Transisi. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 
Kusdarini, Eny. Dasar–Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas  –Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik. Yogyakarta: UNY Press. 2011. 
Mania,Sitti. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Makassar: Alauddiin University 
Press, 2013. 
Moenir, HAS. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2002. 
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosakarya, 
2001.  
N, Muhadjir. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research: Integrasi 
Penelitian, Kebijakan dan Perencanaan, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003. 
Peraturan Desa Massamaturu Nomor 3 Tahun 2016, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM Desa) Tahun 2016-2022. 
Rakhmat. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. 
Ramli, Muhammad. Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan. 
Makassar: Alauddin University Press, 2013. 
Sapirin, Sumber. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa. Jakarta: 
Ghalia Indonesia, [t.th.]. 
Sinambela, L.P, Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.  
Sinambela, Litjan Poltak dkk. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, 




Suhartini, Eka. Kualiatas Pelayanan Kaitannya dengan Kepuasan Konsumen. 
Makassar: Alauddin Press University, 2012. 
Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung: 
Tarsito, 1994. 
Suryaningrat, Bayu. Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta: Akasara 
Baru, 1970. 
Sutrisno, Edi. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana, 2009. 
Wibowo. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press, 2014. 
Winardi, J. Manajemen Perilaku Organisasi. Jakarta: Kencana, 2007. 
Widjaja, H.A.W. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2001. 





“Pemerintah Desa”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa (15 Juni 2017). 
 “Pemerintah Desa”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, 
http://kbbi.web.id/perintah. (15 Juni 2017). “Strategi”. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online. http://kbbi.web.id/strategi. (15 Juni 
2017). 
Aldursani, Ridwan. Kualitas Pelayanan dalam Islam. Blog Ridwan Aldursani, 
http://ridwan202.wordpress.com/2013/02/11/kualitas-pelayanan-dalam-
islam/, diakses tanggal 30 Mei 2018.Azis, “Kinerja Aparatur Pemerintah 
Desa dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat”. Blog Azis. http:// tugas-
kuliah. blogspot.com/ 2016/06/ contoh- kinerja.html. (28 April 2017). 
Dimas, Setiawan. Defenisi Strategi, Blog Setiawan Dimas. http:// 
definisimu.blogspot.co.id/2012/11/definisi-strategi.html. (15 Juni 2017). 
Rofik, Ahmad. “Pelayanan Publik Desa”, Blog Ahmad Taufik. 
http://kedesa.id/id_ID/forums/topic/pelayanan-publik-desa/Kedesa.html. (28 
April 2017). 
Suhardi. “PemahamanManajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa di Wilayah 
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”. Skrips. Kediri: Fakultas Ekonomi, 
Universitas Nusantara PGRI, 2015. 
Trenggono, Rayyan Abizam. “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor 
Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten”. Blog Rayyan 
AbizamTrenggono. http://rayyanabrizam.blogspot.co.id/2013/10/strategi-














Kantor Desa Massamaturu 
 
 






Aula Kantor Desa Massamaturu 
 






Ruang Staf dan Pelayanan Kantor Desa Massamaturu 
 






Wawancara bersama  Bapak Lukman Nyau selaku Kepala Desa Massamaturu 
 
 






Wawancara bersama Kanda Irwan selaku KA. Seksi Pemerintahan Kantor Desa 
Massamaturu 
 












Wawancara bersama Sakking Dg. Sayu selaku masyarakat Desa Massamaturu 
 






Fasilitas buku bacaan bagi masyarakat desa 
 
Mushollah di Kantor Desa Massamaturu 
 














Ruang Kepala Desa di Sebelah Kiri dan Ruang Sekretaris Desa di Sebelah Kanan 
 






Kebersamaan Pemerintah Desa dengan warga di Taman Ngopi Kantor Desa 
 
RIWAYAT HIDUP 
 Nama lengkap penulis adalah Wahyuni, penulis 
dilahirkan di Dusun Bulubumbung Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada tanggal 21 
Maret 1998. Penulis merupakan anak sulung yang lahir 
dari buah kasih pasangan suami istri Bapak Sainuddin 
Daeng Bella dan Mariana Daeng Caya. Penulis juga 
merupakan kakak dari dua orang adik laki-laki yaitu Muh. 
Nur Rifai dan Nur Iman. 
Proses pendidikan formal penulis dimulai dari SDN No. 126 Inpres 
Pa’rappunganta 1 (2003-2008), selanjutnya Mts Assalam Timbuseng (2009-2011), 
dan melanjutkan SMA di sekolah yang sama yaitu MA Assalam Timbuseng (2012-
2014) dan sekarang sedang melaksanakan kuliah strata 1 di Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar di Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi pada tahun 2014 melalui jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM). 
Selama kuliah penulis mengikuti organisasi UKM SB eSA sebagai anggota 
Eksibanat XIX pada studio Seni Rupa (Abstrak). 
 
 
